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ABSTRAK  

 

Ketentuan tidak berwenangnya menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan 

secara berturut-turut dengan tetap, yang mana tempat kedudukan merupakan kantor 

seorang notaris menjalankan wewenang profesi jabatannya yang ditetapkan 

berdasarkan formasi jabatan notaris terbagi atas kategori daerah Kabupaten dan 

Kota. Sebagaimana ketentuan tersebut memiliki norma larangan yang multitafisir 

terhadap penjelasanya batasan waktunya pelaksanaannya berturut-turut dengan 

tetap sehingga perlunya penafsiran terhadap pelaksanaan untuk mewujudkan 

kepastian hukum. Tesis ini membahas mengenai larangan menjalankan 

kewenangan secara berturut-turut dengan tetap di luar tempat kedudukannya dan 

bentuk sanksi terhadap notaris yang melanggar larangan menjalankan kewenangan 

secara berturut-turut dengan tetap di luar tempat kedudukanya.Penelitian ini 

mengunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan yaitu Pendekatan 

Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach). Sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. 

Hasil penelitian ini pertama, larangan menjalankan kewenangan secara berturut-

turut diluar tempat kedudukannya sebagai profesi jabatan yang bertujuan menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pembuatan akta notaris dimana 

tempat akta itu dibuat, jika diinterpretasikan secara berturut-turut dengan tetap 

memberikan makna tidak dapat dilakukan hal tersebut secara terus-menerus yang 

mengakibatkan kantor cabang ataupun kantor perwalian berada diluar wilayah 

kedudukannya yang telah ditetapkan. Kedua sanksi atas pelanggaran Pasal 19 ayat 

3 berkaitan pada pembuatan akta diluar tempat kedudukan secara berturut-turut 

dengan tetap dikenakan sanksi administratif dan sanksi etika atas pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

 

Kata Kunci : Wilayah Jabatan, Tempat Kedudukan, Berturut-turut dengan 

Tetap 
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ABSTRACT 

 

 

Provisions for not being authorized to carry out a position outside the 

domicile in succession permanently, where the domicile is the notary’s office 

carrying out their professional authority as determined based on position formation 

of notary divided into Regency and City categories. As these provisions have 

prohibitive norms that have multiple interpretations of the explanation, the time 

limit for its implementation is successive, with the need for interpretation to realize 

legal certainty. This thesis discusses the prohibition of exercising authority 

consecutively by remaining outside their domicile and a form of penalty against a 

notary who violates the prohibition on exercising his authority consecutively by 

remaining outside his domicile. This research uses legal research methods, namely 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach). Legal material sources are primary and secondary 

sources. The results of this research are first, prohibition of exercising authority 

consecutively outside their domicile as a professional position that aims to ensure 

legal certainty and legal protection from the making of an authentic deed where the 

deed was made, if it is interpreted consecutively while still give a meaning, it cannot 

be done continuously which results in the branch office or trustee office is outside 

the area of their designated domicile. The two penalties for violating Article 19 

Section 3 relate to the making of a deed outside the domicile consecutively while 

still subject to administrative penalty and ethical penalty for violations of Law 

Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary 

Position. 

 

Keywords: Office Area, Domicile, Consecutively 
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